SATLINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 138 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ADMINISTRASI PERKANTORAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,

Menimbang :a. bahwa penyelenggraan sistem informasi administrasi
perkantoran di lingkungan Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Wali Kota
Bogor Nomor 138 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perkantoran
Badan Keuangan dan Aset Daerah;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan
nama dan alamat portal resmi aplikasi sistem informasi
administrasi perkantoran di lingkungan Badan Keuangan
dan Aset Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 138 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Informasi Manajemen Administrasi Perkantoran Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;

c. bahwa diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam
Peraturan Wali Kota agar selaras dengan perkembangan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dan administrasi pemerintahan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Nomor 138 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perkantoran
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;

£ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota
Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia
Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor S Seri E);

10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan e-Government (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2017 Nomor 59);
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11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektoronik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Nomor 162 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektoronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022
Nomor 162);

12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
Administrasi Perkantoran Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021
Nomor 138);

13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 47 Tahun 2024 tentang
Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024
Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 138 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ADMINISTRASI PERKANTORAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 138 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Informasi Manajemen Administrasi Perkantoran Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 138) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang
selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
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6. Kepala BKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
di bidang keuangan dan asset daerah.

7. Sistem Informasi Manajemen Administrasi
Perkantoran yang selanjutnya disebut Sistem
Manajemen Administrasi adalah sistem elektronik
berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
digunakan untuk mengelola proses administrasi
perkantoran secara terintegrasi, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.

8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.

9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi

10. Penanda tangan adalah subjek hukum yang
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan
Elektronik.

11. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang
digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan
mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan
dan aset daerah.

12. Integrasi adalah kemampuan dua sistem atau dua
komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan
untuk menggunakan informasi yang telah
dipertukarkan.

13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

14. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data
elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.
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15. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Ketentuan Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB III
PENYELENGGARAAN

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Ketentuan mengenai nama dan alamat portal resmi
Aplikasi Sistem Manajemen Administrasi ditetapkan
dengan Keputusan Kepala BKAD atas nama Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetak dari Aplikasi Sistem Manajemen
Administrasi yang merupakan dokumen resmi dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil dari Aplikasi Sistem Manajemen
Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat bukti hukum yang sah termasuk
ketentuan mengenai perluasan dari alat bukti sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan sistem
elektronik melalui Aplikasi Sistem Manajemen
Administrasi.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum
dan akibat hukum yang sah selama memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait
hanya kepada penanda tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada
saat proses penandatanganan elektronik hanya
berada dalam kuasa penanda tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan
Elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap informasi elektronik
yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik
tersebut setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
penanda tangan telah memberikan persetujuan
terhadap informasi elektronik yang terkait.

(2) Pengamanan Dokumen Elektronik berupa naskah
dinas yang dihasilkan melalui Aplikasi Sistem Manajemen
Administrasi dilakukan melalui pembubuhan tanda
tangan elektronik dan quick response code dalam
bentuk Portable Document Format dari pihak yang
berwenang memberikan Tanda Tangan Elektronik
sebagai bukti otentifikasi serta keaslian surat dan
isinya.

(3) Keaslian dan keabsahan Tanda Tangan Elektronik
dapat diverifikasi melalui mekanisme validasi
sertifikat elektorinik pada dokumen elektronik atau
layanan validasi yang disediakan oleh Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

(4) Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang
sama dengan tanda tangan manual pada umumnya
yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

(5) Format dan penempatan Tanda Tangan Elektronik
serta quick response code sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai tata naskah dinas elektronik di
lingkungan Pemerintah Daerah.

£ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk
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6. Ketentuan Judul BAB IX diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB IX
FITUR LAYANAN SISTEM MANAJEMEN ADMINISTRASI

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Sistem Manajemen Administrasi terdiri atas beberapa
fitur layanan yang digunakan untuk mendukung
pelaksanaan administrasi perkantoran di lingkungan
BKAD.

(2) Fitur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. pengelolaan naskah dinas, meliputi pengelolaan
surat masuk, surat keluar, disposisi, dan
pencatatan surat dinas;
arsip dan dokumen elektronik;
agenda dan jadwal rapat;
persediaan barang;
pengelolaan penggajian pegawai;
pengajuan surat perintah pencairan dana;
verifikasi rencana kerja anggaran;
verifikasi dokumen perencanaan anggaran; dan
tautan antarmuka untuk mengakses sistem
pengelolaan aset Daerah.

(3) Fitur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan penambahan atau pengembangan
sesuai kebutuhan administratif di lingkungan BKAD
dan dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya.

(4) Penambahan atau pengembangan serta
pengintegrasian dengan sistem lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi Sistem Manajemen
Administrasi yang dilakukan oleh Kepala BKAD.

I

8. Ketentuan Judul BAB XIV diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB XIV
KETIDAKTERSEDIAAN LAYANAN SISTEM MANAJEMEN
ADMINSITRASI

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Ketidaktersediaan layanan sistem  manajemen
administrasi merupakan kondisi ketika sistem tidak
dapat diakses atau digunakan sebagaimana mestinya
akibat gangguan di luar kendali pengguna.
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(2) Ketidaktersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disebabkan oleh:
a. gangguan atau kerusakan pada infrastruktur
jaringan dan/atau konektivitas;
b. gangguan sistem perangkat keras dan/atau
perangkat lunak;
c. kerusakan atau gangguan pada basis data;
d. tidak tersedianya dukungan teknis sementara;
dan/atau
e. keadaan kahar yang menyebabkan kendala
bekerjanya operasional Sistem Manajemen
Administrasi.
(3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e meliputi keadaan:
Banjir;
gempa bumi;
kebakaran;
huru hara; dan
bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang.

® a0 oTp

10. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A
(1) Selama periode ketidaktersediaan layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
penyelenggaraan administrasi perkantoran

dilaksanakan secara manual dengan @ tetap
memperhatikan akuntabilitas dan tertib administrasi.
(2) Selama periode ketidaktersediaan layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, unit kerja
yang terdampak:
a. melakukan pencatatan dan pendokumentasian
kegiatan secara manual; dan
b. menyampaikan laporan gangguan = kepada
pengelola sistem untuk ditindaklanjuti.
(3) Penyelenggaraan administrasi kembali dilakukan
melalui Sistem Manajemen Administrasi setelah
layanan sistem dinyatakan berfungsi normal.

11. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi
Manajemen Administrasi Perkantoran Badan Keuangan
dan Aset Daerah dihapus.

.| Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk
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Pasal II

1. Semua ketentuan mengenai SIMAP-KAD pada Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor Nomor 138 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
Administrasi Perkantoran Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021
Nomor 138) diubah menjadi Sistem Manajemen

Administrasi.

2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan  Wali Kota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Maret 2026
WALI KOTA BOGOR,
TTD.
DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Salinan gesuai dengan azlinya

TTD.

’_’-f’:’-‘J_BL"-‘EU“ Ditandatangani secara elektronik oleh :
'r o] KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA,
B

DENNY MULYADI

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI {HAN)

BERITA DAERAH KOTA BOGOR ;
Pembina Tk.|

TAHUN 2026 NOMOR 5
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